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Perlidungan Hak-Hak Perempuan datam Perkawinan Campuran

Perlidungan Hak-Hak Perempuan
dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan
Instrumen-Instrumen Internasional
tentang Hak Asasi Manusia

Mutiara Hikmah'

Mixed Marriage is common thing in Indonesia. The Data
collected by the Civil Register Office said, this type of
marriage is increasing from time o time. Mixed marriage,
however, has strong relation with women rights
concerning nationality aspect. The regulation about
women rights are embodied comprehensively, in both
rational and international human right instruments.
However, the protection of women rights, especially in
rationality aspect from the mixed marriage, has not been
addressed properly.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi, semakin berkembangnya jalur
informesi dan transporiasi mengakibatkan hubungan antarbangsa
menjadi semakin berkembang. Orang-orang asing yang datang dan
pergi ke Indonesia merupakan hal yang wajar, baik untuk sekolah,
bisnis, bekerja maupun untuk wisata.

* Penulis adalah desen Fakultas Hukumn Universitas Indonesia, dengan
mata kuliah yang diasuh antara lain; Hukum Antar Tata Hukum (HATAH),
Hukum Perdata Internasional, Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional,
Kapita Seclekia Hukum Perdata Internasional, dan Hukwin dan Hak Asasi
Manusia. Beliau menempub pendidikan S1 di Fakultas hukum Universitas
Indonesia (FHUT) (1995), S2 (Magister Hukum) di Program Pascasarjana FHUI
(2002). Penulis saat ini adalah peseria Program Doktor, Program Pascasarjana
FHUI sejek 2003, dan anggota Lembaga Kajian/Sentra Hak Asasi Manusia,
FHUL
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Banyaknya warga negara asing dan badan hukum asing di
Indonesia menimbulkan hubungan-hubungan hukum, baik di bidang
hukum keluarga; seperti pernikahan, perceraian (baik pernikahan
maupun perceraian ini banyak terjadi di kalangan artis Indonesia
dengan warga mnegara asing), pengamgkatan anak, warisan atau
tentang pembagian harta benda perkawinan; maupun bidang hukum
dagang, seperti jual beli, sewa menyewa, leasing, waralaba
(franchise), joint venture dan lain-lain. Semua hubungan hukum it
bisa saja terjadi antara sesama mercka (orang-orang asing yang
berada di lndonesia) maupun ierjadi antara orang-orang asing
tersebut dengan Warga Negara Indonesia. Dalam kehidupan sehari-
hari, mereka berbubungan satu sama lain, baik dengan sesama
Warga Negara Asing maupun dengan warga negara sctempat,
hubungan mana seringkali diakhiri dengan suatu perkawinan.

Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalab “Perkawinan antara dua orang
yang di Indomesia tunduk pada bukum yang berlainan karena
perbedaan  kewargamegaraan dan  salah  satu pibak
berkewarganegaraan Indomesia.” Dalam literaiur  hukum,
perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bidang Hukum
Perdata Imternasional (selanjutnya disingkat dengan HPI).
Perkawinan campuran merupakan salah satu peristiwa hukum di
bidang Hukum Perdata Internasional karena adanya upsur asing
(foreign elements).

Pada saat ini, peraturan yang berhubungan dengan masalab-
mmasalabh HPI, masth memakai produk hukum warisan zaman
Belanda, yaitu Pasal-pasal 16, 17, dan 18 A.B. (4igemeene
Bepalingen Van Wet Geving Voor Indonesie 30 April 1847).2 Materi

! indonesia, Undong-Undang Nomor 1 Tabum 1974 Tentang
Perkawinan, Pasal 57.

% Sudargo Gawtamna, Himpunan Perundang-Undangan Hukum Perdata
Internasional Seduria, Cetakan I, (Bandwag: Alumni, 1984), hal. 9.
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yang diawr di dalam peraturan tersebui  adalah  status
personal/prinsip kewarganegaraan (Pasal 16 A.B.), teniang hukum
yang berlaku bagi benda-benda bergerak dan tidak bergerak/lex rei
sitae (Pasal 17 A.B.), dan tentang hukum yang berlaku bagi suaiu
perbuatan hukum/locus rechit actum/lex loci celebrationis (Pasal
18 AB.).

Berdasarkan data dari Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta, bahwa terjadinya perkawinan campuran akhir-akhir ini
semakin meningkat. Dari data yang ada pada Kantor Catatan Sipil,
pada 2003 tercatat 211 pendafiaran perkawinan campuran,
sedangkan pada 2004 tercatat pendafiaran perkawinan campuran
sebanyak 217, dan pada 2005 sebanyak 232.° Dari sekian banyak
jumlah perkawinan campuran di Indonesia, 90% adalah perkawinan
campuran yang pibak perempuannya Warga Negara Indonesia
(WNI) dengan pria Warga Negara Asing (WNA).

Hak-hak Perempuan

Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia yang
pengaturannya secara eksplisit terdapat di dalam Undang-undang
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 51. Dari pasal-pasal tersebut
dapat diintisarikan mengenai hak-hak perempuan di bidang politik
dan pemeriniahan, keschatan, pendidikan dan pengajaran,
ketenagaketjaan, kewarganegaraan dalam ikatan dan putusnya
perkawinan serta dalam melakukan perbuatan hukum.

* Data diperoleh dari hasil penelitian di Kantor Catatan Sipil Propinsi
DK Jakarta pada 30 Oktober 2004, dengan salah satu siaf Seksi Perkawinan dan
Perceraian, Tou Endang Purwasari. Bagi data t2hun 2005, itn merupakan data
perkawinan campuran di luar negeri. Sumber: Sudhar Indopa di dalam makalah
yang berjudul “Fungsi dan Kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam Perkawinan
Beda Agama yang dilangsungkan di dalam dan di luar negeri. Disajikan dalam
seminar sehari teniang Perkawinan Beda Agama, yaag diselenggarakan oleh
Lembaga Hukum Perdata Fakuitas Hukum UI, 18 Mei 2006,
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Jika membahas tentang perkawinan campuran maka erat
hubungannya dengan hak-hak perempuan di  bidang
kewarganegaraan. Dengan menikabnya seorang perempuan dengan
pria yang berbeda kewarganegaraannya, sampai sejaub mana
kewarganegaraan perempuan iersebut dapat diperiabankan, juga
sejauh mana perlindungan ientang hak-bak di  bidang
kewarganegaraan untuk anak-anak dan hasil perkawinannya dengan
WNA. Hal ini tidak terlepas dari kajian hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia pada dasarnya dimaksudkan
untuk melindungi hak-hak selurub manusia baik laki-laki mavpun
perempuan. Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki dalam
posisi setara. Oleh karena itu, hak-hak perempuan adalah hak-hak
fundamental manusia yang merupakan karunia Tuban. Dalam Pasal
2 Dekiarasi PBB tentang Hak Asasi manusia discbutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan
dalam dekiarasi ini, dengan tanpa pembedaan apapun seperti ras, waina
kulit, jenis kelamin, bahasa, agawa, pendapat politik atau pendapat lain,
asal-usul kebangsaan, bangsa atan sosial, harta milik, status kelahiran
atau status lain. Selanjuinya, tidak boleh dilakukan pembedaan atas
dasar siatus politik, status yurisdiksi atau status internasional negara atan
wilayah iempat seseorang termasuk di dalamnya, apakah wilayah itn
merdeka, perwalian, tidek berpemerintahan sendiri atan di bawah
pembatasan kedaulatan lain apapun.”

Prinsip non-diskriminasi adalab konsep sentral dalam hak
asasi manusia. Prinsip tersebut dapat ditemukan dalam setiap
insirumen umum bak asasi manusia, tetapi ada beberapa perbedaaa
dalam alasan-alasan diskriminasi yang dilarang. Beberapa bentuk
kbusus diskriminasi seperti diskriminasi rasial dan diskriminasi
terthadap wanita merupakan materi pokok perjanjian-perjanjian
internasional tersendiri. Diskriminasi ierhadap perempuan berarti
pembedaan, pengesampingan atau pelarangan apapun, yang dibuat
atas dasar jepis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan

* Universat Declaration of Human Rights, Articie 2.
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mengurangi  atau meniadakan pengakuan, perolehan  atan
pelaksanaan oleh perempuan dengan mengabaikan  status
perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan,
atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dj
bidang politik, ckonomi, sesial budaya, sipil atau bidang lain
apapun.’

Pada Konferensi Hak Asasi Manusia, di Wina, tahun 1993,
pemerintah-pemerintah dunia menegaskan kembali bahwa hak asasi
manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir dan melekat pada diri
manusia dan bahwa perlindungan terhadap HAM adalah tanggung
jawab pemerintak sepenvhnya. Dalam Konferensi Hak Asasi
Manusia Dunia 1993, juga diakui secara khusus hak-hak perempuan
dan merupakan kewajiban negera untuk melindungi dan
menegakkan hak-hak itu, termasuk hak bebas dari kekerasan.

Pada 1967, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan
Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap waniia.
Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban berdasarkan
persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-
langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Dekiarasi
tersebut. Oleh karena Deklarasi itu tidak bersifat mengikat, maka
Komisj Perserikaian Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita,
berdasarkan Deklarasi tersebut, menyusun rancangan Konvensi
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan. Pada 18 Desember 1979, Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut.® Oleh karena
ketentuan konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka Pemerintsh
Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perempuan di Kopenbagen pada

* International Labour Organization, Apa ltu Gender? Buku Panduan
untuk Burnb, 1LO Jakarta, 1997, hal. 23. ;

¢ Uswatun Hasenah dan Mutiara Hikmah, “Hak-hak Perempuan™, Modul

Pelatihan bagi Pelatih HAM yang dibuat atas kerjasama Balitbang Depariemen
Kehakiman & HAM Ri dan Sentra HAM FHUI, Agusius 2004, hal. 5.

Volume 3 Nomor 4 Juli 2006 ’ 629



Jurnal Hukum Internasional

29 Juli 1980, telah menandatangani Konvensi tersebut. Penanda-
tanganan itu mempakan penegasan sikap Indomesia vang ielah
dinyatakan pada 18 Desember 1979, pada wakiu Majelis Umum
PBE melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian
menyetujui Konvensi tersebui.

Persetujuan Pemeriniah Republik Indonesia  tersebut
merupakan wujud partisipasinya dalam usaha-usaba internasional
untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap
perempuan karena Konvensi tersebut sesuai dengan dasar negara
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa
semua warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan
pemerintahan. Guona melindungi dan menegakkan hak-hak
perempuan, pada 1984, Pemerintah Republik Indonesia telah
mengesabkan Undang-undang Repubiik Indonesia Nomor 7 Tahun
1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the
Elimination of Al Forms of Discrimination Against Women/
CEDAW).

Pengertian diskriminasi sendiri dapat dikaji dari CEDAW
yang menyatakan:

“for the purpose of the present convention, the term “discrimination
againts woman"” shall mean any distinction, exclusion or restriction
made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or
rullifying the status, on a basis of equality of men and women, of human
rights and fundamental freedoms in the political, economic, social,
cultural, civil or any other field”.”

? Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Woman 1979, Article . Baca: Manfred Nowak, Introduction to the international
Human Rights Regime, (Leiden/Boston: Martinus NijhofT Publishers, 2003), hal.
86. ' '
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Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan
Campuran

Mengenai hbak-hak perempuan di dalam perkawinan

campuran, khususnya di bidang kewarganegaraan, diatur di dalam
dokumen-dokumen internasional yang diantaranya:

»

Universal Declaration of Human Kight (DUHAM) Pasal 15,
menyebutkan:

1. Setiap orang berhak aias sesuainu kewarganegaraan;

2. Tidak seorang pun dengan semena-mendapat dikeluarkan
dari kewarganegaraannya atan ditolak haknya untuk
mengganti kewarganegaraannya.

CEDAW Pasal 9, menyebuikan:

1. Negara peseria harus memberikan kepada perempuan hak-
hak yang sama kepada pria untuk memperoleh, berganti atau
mempertahankan kewarganegaraan mereka. Negara harus
menjamin bahwa baik perkawinan dengan seorang asing
ataupun perubahan kewarganegaraan dengan kewarga-
negaraan suami selama perkawinan tidak secara otomatis
mengubah kewarganegaraan istri, yang membuat dia tidak
berkewarganegaraan  aiau = memaksakan  kepadanya
kewarganegaraan suami.

2. Negara peserta harus memberikan kepada perempuan hak-
hak yang sama dengan pria dalam kewarganegaraan anak-
anaknya.

Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan Kawing
Pasal 1, 2 dan 3, yang berbunyi:

Pasal 1
Setiap negara peserta menyetujui bahwa baik penyelenggaraan

ataupun pembubaran suatu perkawinan antara salah satu warga
negaranya dan scorang asing, ataupun  perubahan
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kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara
oiomatis mempengaruhi kewarganegaraan isiri.

Pasai 2

Setiap negara peserta bersepakat bahwa baik perolehan
kewarganegaraan negara lainmya secara sukarela ataupun
pelepasan kewarganegaraannya oleh salah satu warga negaranya
tidak mencegah tetap dimilikinya kewarganegaraannya oleh isiri
dari warga negara tersebut.

Pasail 3

(1) Setiap negara peserta bersepakat bahwa istri orang asing
dari salah satu warga negaranya atas permintaannya, dapat
memperoleh kewargancgaraan suaminya, melalni prosedur
naiuralisasi yang secara khusus diistimewakan, pemberian
kewarganegaraan tersebut dapat tunduk pada pembatasan-
pembatasan seperti yang dapat dikenakan demi kepentingan
keamanan nasional dan kebijakan negara.

» Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan
{Montevideo, 1993), Pasal 1 menyebutkan:

Tidak boleh ada pembedaan yang didasarkan pada jenis kelamin
mengenai  kewarganegaraan, dalam prakick perundang-
undangan mereka atau dalam prakiek mereka.

Dalam instrumen hukum nasional, hak kewarganegaraan
bagi perempuan diatur di dalam Pasal 47 UU HAM. Dalam pasal
tersebut, discbutkan bahwa perempuan mempunyai hak aias
jaminan  perolehan, penggantian, dan mempertahankan
kewarganegaraan, baik sebagai akibat dari perkawinan (termasuk
penentuan kewarganegaraan anak hasil perkawinan) maupun akibat
hal lain.
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Penutup

Dalam hal seorang waniia yang menikah dengan seorang
pria berkewarganegaraan asing, dengan kata lain, jika wanita
Indonesia melakukan perkawinan campuran, iidak secara otomatis
mengikuti status kewarganegaraan suaminya ieiapi mempunyai hak
untuk mempertabankan, mengganti, atau memperoleh kembali
status kewarganegaraannya. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal
47 UU HAM dan scjalan dengan aturan yang terdapat di dalam
Pasal 8 Undang-undang Kewarganegaraan Ri.

Lain halnya jika dibandingkan pada wakiu masih berlakunya
Ordonansi  Perkawinan Campuran, Staatsblad 1898 No. 158.
Dalam Pasal 2 peraturan tersebut, dengan tegas disebutkan bahwa
seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan campuran
mengikuti status suami, baik dalam bidang bukum perdata maupun
dalam bidang hukum publik. Menurut ketentuan tersebut, pihak
perempuan harus memperoleh siatus sang suami, atau lebih tepat
lagi harus mengikuti status hukum suami.

Namun, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalah
hukum bagi perempuan Indonesia yang melakukan perkawinan
campuran. Bahkan jika dikaji lebih mendalam, hal tersebut berarti
tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap perempuan
di bidang kewarganegaraan. Beberapa permasalaban hukum yang
dihadapi oleh perempuan-perempuan Indonesia yang menikah
dengan pria WNA, diantaranya: ®
i. Hak Asuh Anak. Berhubung anak yang dilahitkan dari suatu
perkawinan campuran berstatus asing maka memerlukan ijin
dari kantor kementerian terkait untuk mendapatkan hak asuh
bagi anaknya yang di bawah umur;

2. Tidak bisa mensponsori suami dan anak-anaknya untuk tinggal
atau bekerja di Indonesia; '

® Baca artikel yang ditulis oleh Nuning Hallet, “Perjalanan Pahjang

Perempuan Memperoleh Status Kewarganegaraan Yang Iadependen, ” Kompas,
22 November 2004.
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3. Bila meninggal, tidak dapat mewariskan tanah atau bangunan
yang dia miliki kepada suami dan anaknya, karena ada larangan
bagi orang asing univk memiliki tanah dan bangunan di
Indonesia;

4. Bila suami meninggal, istri harus memperoleh ijin kbusus agar
anak-anaknya bisa tinggal di Indonesia; dan

5. Kehilangan hak-hak vntuk bekerja di instansi pemerintah, tidak
dapat berpolitik praktis, dan tidak bisa menjadi anggota
DPR/DPD/MPR.
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